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ABSTRAK       :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta 

Pemilihan Umum Anggpota Dewan Perwakilan Daerah, maka dalam rangka kelancaran 

tugas pelaksanaan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan 

dengan Daftar nama dan alamat pendukung, fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

atau Surat Keterangan serta Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan Peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim 

Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, 

perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:  

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109;  

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara;  

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah;  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  



Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 

2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang 

pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh 

dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/ Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, 

Komisi Pemilihan/Komisi Independen Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah; 

 

CATATAN :  -    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Mei 2018. 

- Lampiran 2 Halaman. 

 

 

 

 


